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Pelaksanaan online Dispute Resolution (oDR) Arbitrase Di Indonesia
llenurut Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentangArbitrase dan

Alternatif Penyelesaian Sen gketa

Oleh:
Meria Utama

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya)

.{BSTRAK:

)zto yang clikeluarkan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesio (APJI,
a,enyatakan bahwa pada akhit' 2009 pelanggan Internet di Indonesia mencapai 2,5
-,ita pelanggan sementara pengguna Internet sendiri di lndonesia telah mencapai l8
.1ta penggutla. Tidak tertutup kemungkinan terjadi sengketa antara pengguna jasa
ltrernet, di mana sengketa itu tetjadi dalam lalu-lintas komwtikasi elektronik secat"a
:iline. Misalnya terjadi sengketa mengenai perdagangan secora online atau yang
iiasa disebut dengan e-commerce. Timbulnya sengketa elektrcnik yang terjadi secara
.aline di Internet, diharapkan mampu diselesaikan secara online juga. Berclasorkan
qal tersebut muncul gagasan menarik yaitu bagaimana cara menyelesaikan
:*tselisihan yang terjadi di htemet melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang
-'tga melalui Internet. Berdasarkan permasalahan tersebut, gagasan demikian
:ikembangkan menjadi mekanisrne arbitrase online untuk menyelesaikan sengketa
;kibat perbuatan hukum secara elektronik khususnya dan sengketa lain pacla
zmumnya. Terbatas pada sengketa yang berdasarkan undang-undang memang dapat
:i'selesaikan melalui proses alternatif penyelesaian sengketa, khususnya melallui
tbitrase. Oleh karena itu sangat menarik untuk meneleliti bagaimanakah mekanisme
:enyelesaian sengketa melaluo oDR arbitrase ini, kekuatan hukumnya dan juga
tagaimanakah peranan pengadilan dalam mekanisme penyelesian sengketa ini,
wengingat dalam uu no. 30 tahun I999 belum diatur secara jelas mengenai oDR
tbitrase. Hasil dari penelitian Prosedur pelaksanaan arbitrase online sama tlengan
selaksanaan arbitrase konvensional. Hanya saja ada perbedaan pacla prosetlurol
lan kelengkapannya. untuk melaksanakan arbitrase online menggunakan metlia
internet, kelengkapan yang diperlukan odalah layanan Internet yang clapat memenuhi
tebutuhan pelaksanaan arbitrase adalah website dengan yang terintegrasi dengan
aplikasi database untuk menantpung permohonan yang masuk, tlaftar arbiter,
peraturan yang diperlukan mengenai permohonan untuk berarbitrase. Seclangkan
tckuatan hukumnya adalah final dan binding, walaupun tetap clibuka peluang untuk
ioreksi dan pembatalan putusan arbitrase, dan yang terakhir mengenai peran
wngandilan, pengadilan tidak akan turut camput. dalam proses arbitrase, namun
-\'amun bila proses eksekusi mengalami masalah karena salah satu pihak titlak maup
lecara sukarela melaksanakan putusan arbitrase

Katq Kunci : ODR, Arbitrase, Sengketa Elektronik

Simbur Cahala No. 42 Tahun XI.', ilIei 2010 1J-fN Ara. llt I0-0611 1 835



A. Pendahuluan

Berkembangnya usaha perniagaan di Indonesia telah membawa pada

suatu segi yang lain dari perniagaan itu sendiri, yaitu harapan agar dapat

menyelesaikan setiap sengketa yang timbul dengan cepat, murah dan sebaik-

baiknya. Dengan pengertian sebaik-baiknya dimaksudkan, bahwa penyelesaian

sengketa tersebut tidak akan mengganggu sengketa iklim bisnis antara pihak
yang bersengketa di samping te{ aminnya rel asi business dari para pihak karena

dipegang teguhnya kerahasiaan.

IJU No. 3 0 Tahun 1 999 tentang Arbikase dan Altematif Penyelesaian

Sengketa (Selanjutnya akan disebut sebagai UU No. 30 Tahun 1999),

merupakan suatu undang-undang yang sangat baik untuk menj amin kepada
para pebisnis yang enggan untuk menyelesaikan kasus mereka ke Pengadilan

Nasional hrdonesia untuk memilih jalur-jalur lain yang lebih sesuai dan

confortable bagi mereka dalam menyelesaikan perselisihan yang te{adi.

UU No. 30 Tahun I 999 menyebutkan bahwa poal-pola penyelesaian

sengketa diluarpengadilan adalah antara lainyaitu : 1. Konsultasi,2. Negosiasi,

3. Mediasi,4. Konsiliasi, 5. Penilaian ahli (expert),6.Arbitrase (perwasitan),

" yang berarti memberikan peluang kepadapihak-pihak yang bersengketa

untuk dapat memilih carayangterbaik bagi mereka dalam menyelesaikan
sengketa yang terjadi, sehinggapara investor asing yang selama ini ragu-ragu

untuk menginvestasikan modalnya ke Indonesia dikarenakan salah satu

faktornya adalah kekhawtiran apabila terjadi sengketamakaakan ada suatu

paksaan bahwa mereka harus menyerahkan kasusnya ke pengadilan nasional

ditempat usaha yang mereka lakukan tidak akan terjadi lagi sehing9apara
investor diharapkan tidakakan ragu-ragu lagi untuk menginvestasikan modal

merekake Indonesia.

Saat ini arbitase menrpakan suatu altemative yangpaling digemmi dalam

menyelesaikan kasus yang terjadi di bandingkan dengan cara lain. Para investor

ataupun perusahaan-perusatraan yang bonafide di Indonesia lebih tertarik untuk

memilihj alur ini dalam menyelesaikan sengketa mereka. Hal ini dikarenakan

adanya beberapa alasan seperti cepatrya proses yang dilakukan oleh arbikase

ini, biayanya dan yang terpenting adalah masalah kepercayarm (confidentiality)

dan lainsebagainya.l

t Penjelasan mengenai kelebihan dan kekuraugan arbitrase, akan dibahas lebrh

rinc i tinjauan pustaka.

1 836 Simbar Cahq'a No. 12 Tahai; XI/, hlei 20la IJ-fNAra. 11110-0611



Artitrase merupakan suatu lembaga yang memiliki keputusan final dan
ornding yang berarti putusannya tidak dapat dibanding dan dikasasi. Hal ini
rrbeda denganpengadilan nasional yang mempunyai mernpunyai upaya hukum
I'ang lain dimana para pihak yang tidak puas dapat mengajukan banding dan
iasasi bahkan peninjauan kembali, yang tentunya hal ini sangat tidak disukai
rleh para pebisnis karena bagi mereka waktu adalah uang.2

Pada saat ini terjadi perkembangan baru lagi, dimana seiring dengan
perkembang an zanTanyaitu adanya internet serta perdagangan melalui intemet
etau yang lebih dikenal dengan E-commerce, maka pola atau mekanisme
,oenyelesian sengketa pun turut berkembang.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Intemet Indonesia (AprII) mencatat bahwa
pada akhir 2009 total pelanggan Internet di Indonesia mencapai 2,5 juta
pelanggan sementara pengguna trtemet sendiri di Indonesia telah mencapai 1 g

ruta pengguna.3 Membludaknya pemakai fasilitas intemet tersebut sangat
rrembuka peluang akan terj adinya sengket a atxarapengguna j asa intemet, di
rranasengketaitutedadi dalam lalu-lintas komunikasi elekkonik s ecaraonline.
\{isalnya teq'adi sengketa mengenai perdagangan secara online atauyangbixa
disebut dengan e-commerce.

Adapun seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa bentuk penyelesaian
:engekata altemative adalah melalui mekanisme ADR, sehingga S elanj utnya,
dikembangkan gagasan penyelesaian sengketa melalui mekanisme oDR
arbitrase yang difungsikan untuk menyelesaikan sengketa akibat perbuatan
hukum secara elektronik khususnya dan sengketa lainpada umunnya. Terbatas
pada sengketa yang berdasarkan undang-undang memang dapat diselesaikan
melalui proses altematifpenyelesaian sengketa.

Namun penyelesaian berdasarkan metode oDR ini masih belum banyak
dikenal dan mekanisme penyelesiannya pun tidak tertuang secara jelas dalam
Undang-undang No.30 Tahun 1999 danmetode inipun relative baru di Indonesia
dan belum banyak dikerul, sehinga sangat menarik untuk membahas mengenai
Bagaimanakalr mekanisme penyelesaian sengketa melalui online Dispute
Resolution Arbitrase di Indonesia? Bagaimnakah kekuatan Hukum putusan
Oruline Dispute Resolution Arbitrase dan Peran Pengadilan dalam pelaksanaarl
putusanODR?

2 Munir Fuadi, Arbihase Nasional, Penyelesaian sengketa Bisnis, PT. Citra Aditya
Bakti, Bandung,2003, hal 8.

3 Data dapat diakses di http:/ilaw.desihanara.con/2006/08/arbitrase-online-
terobosan-baru-di.htnrl
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B. Online Dispute Resolution (ODR) Secara Umum

Istilah intemet berasal dari bahasa Latin inter, yang berarti "antara".
Secara kata per kata intemet berarti j aringan antara atau penghubung. Intemet
menghubungkan berbagai j aringan yang ada serta mengatasi perbedaan bertagai
sistem operasi dengan menggunakan "bahasa" yang sama oleh semuajaringan
dalam pengiriman data. Pada dasarnya inilah yang menyebabkan besarnya
dimensi internet.a Menurut Riyeke ustadiyanto internet adalah : sebuah alat
penyebaran informasi secara global, sebuah mekanisme penyebaran informasi
dan sebuah media untuk berkolaborasi dan berinteraksi antar individu dengan
menggunakan computer tanpa terhalang batas geografis.intemet adalah sebuah
contoh yang sukses dari sebuah investasi, dedikasi dan komitnen untuk sebuah
riset dan pengembangan infraskuktur informasi.s Menurut Ren oy. American
civil Liberties union (Mahkamah Agung Amerika Serikat) Intemet An
international network of computers that provide a wide variety of
communication and information retrieval methods to all those with acces
to the internet. This includes electronic mail, automaticmailing list services,
news group, cltat rooms, the world wide web( yang secara keseluruhan
membentuk suatu medium yang disebut Cyberspace). 6

Intemet berasal dmi kata Interconnection Networking yang mempunyai
arti hubungan komputer dengan berbagai tipe yang membentuk sistem j aringan

Yangmencakup selunrhduniadenganmelaluijalurtelekomunikasi seperti telepon,
radio link, satelit dan lainnya. Untuk dapat ikut sertamenggunakan fasilitas
intemet, biasanya harus berlangganan terlebih dahulu ke salah satu ISP (Internet
Serice Provider) yang tersedia seperti menggunakan fasilitas dari Telkom yakni
Telkomnet Instan. 7 Dengan memanfaatkan internet, pemakaian komputer
diseluruh dunia dimungkinkan untuk berkomunikasi dan pemakaian bersama
informasi dengan cara saling kirim e-mail, menghubungkan ke computer lair-r-

mengirim dan menerima file dan lain-lain.

Online dispute resolution merupakan metode penyelesaian sengketa
yang sama dengan metode ADP. (Alternative Dispute Resolution). Yang
membedakannya hanya terletak pada mekanismenya yaitu secara online . online

a http://www. Library .usu.ac.id
5 Riyeke Ustadiyanto , Frame,yvork e-Commerce, AndiOffset, Bandung ,2002,H1fii1 .

6Ade Maman Suherman, lsp ek hukum dqlam ekonotni global, Ghalia Indonesia-
Bogor,2005,hlm29.

7 http://dynaherawati.wordpress.com/2008108115/pengertian-intemet-2/ akses t-el

6 agustus 2008
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,lispute resolution dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang

timbul dari perdagangan online maupun secara tertulis. metode ini timbul dari
dampak globalisasi terutama dibidang teknologi dan ir-rformasi. Pada saat ini
ada empatjenis daripada system Online Dispute Resolution (ODR) yaitus :

I ) Onlin e Settlement, menggunakan system yang berpengalaman dalam
menyelesaikan finansial klaim s@ara automatic.

2) Online Arbitration,menggunakanwebsite untukmenyelesaikan
sengketa dengan bantuan artitrator yang memenuhi kualifikasi.

3) Online Resolution of consumer complaints, menggunakan e-mail
unflrk menangani tipe tertentu dari keluhan/ komplain konsument.

4) Online Mediation, menggunakan website untuk menyelesaikan
sengketa dengan bantuan mediator yang memenuhi kualifikasi

Secara umum Online Dispute Resolutior melibatkan empat komponen

lartd:
a) Pihak-pihak I party yang bersengketa bersetuju untuk

menyelesaiakan perselisihan diluar mahkamah.

b) Para professional memandu / member arahanpihak-pihak yang
bersengketa untuk menerapkan Alternative Dispute Resolution
(ADR)melaluiintemet.

c) Aturan dan t ata cara ADR diaopsikan ke dalam lingkungan intemet.
d) Perangkat software digunakan untuk meningkatkan perhrkaran melalui

intemet.

C ArbitraseOnline

Arbitrase Online pada dasamya merupakan a$ifase Konvensional, yang

monbdakmnyalaitudalamhal danpenggunaansaranaelektonik

s?efti intemet. Dalam artihase online,pendaftaran perkar4 pemilihan arbiter,
penfiuatanputusan,penyerahandokumen,pemuslawaralunarbitator,panbuatan

trmrsm,sertapernbaitahuanakanadanlaputusardilakukan w,aaonJfue(pastims)

secana umum prosedur penyelenggaraan arbitase online adalah sebagai

berikutlo:
1 ) Peraturan yang diperlukan mengenai permohonan untuk berarbifrase

dan pelaksanaannya (hal ini meliputi peraturan yang diterapkan oleh

8 http:// www. Smartbrain.blogs.friendster.com.html akses tgl 28 juli 08
, ibid
'0 http:i/faizin-sulistio.blogspot.com/2008/08/tinjauan-yuridis-arbitrase-

online.html
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badan arbitrase mengenai informasi yang disediakan oleh salah satu
pihak menyangkut adanya sengketapadasengketa konsumen hal ini
berarti penyediaan fonnulir complain secara online, dan pada sengketa

B2b tersedianya formulir online berisi permintaan untuk melakukan
arbitrase termasuk peraturan penyediaan pe{anjian arbitrase)

2) Menyediakan cara memilih arbitrator, menerima tempat kedudukan
ataumenolaknya

3) Menyediakan tata cara berarbitrase seperti penyediaan peraturan
prosedural seperti tata cara mengajukan perkara secara online,
noenyampaikan tanggapan, mangajukan bukti-bukti, argumentasi dan

kemungkinan adanyapenundaaan
4) Penyedi aan tata cara penggunaan pesan-pesan secara elektronik,

seperti penyelenggaraanprosodw yrng hanya menggunakan dokumen
elektronik, penggmaan video conferencing dan audio conferencing
termasuk dalam hal ini adalah penyediaan alat-alat bukti berupa
keterangan saksi dan saksi ahli

5) Penyediaan pembuatan putusan secara online dan persyaratan yang

diperlukan agar suatu putusan dapat diterima dan dijalankan
6) Penyediaan prosedur yang mungkin untuk mengadakan perlawanan

atau banding terhadap putusan

7) Penyediaan sarana untuk penyimpanan data terutama dalam
perlawanan menyangkut dari salatr satu pihak untuk melakukan
perlawanan karena adanya dugaanbahwa hak-hak dari salah satu
pihaktelahdilanggar

8) Penyediaanprosedurlang pmsesberjalansecararahasia

dengan menydiakan teknologi arlaipsi dan tanda tangan elektronik.

D. Mekanisme Penyelesaian Sengketa rrelalui ODRArbitrase di Indonesia

Pada saat ini di Indonesia walaupun telatr diundangkannya UU No. 1 1

Tahun 2008 Tentang Telekomunikasi dan Informasi Elektronik, namun belum
mampu mengakomodir penyelesaian sengketa secara online. Namun secara

praktek, penyelesaian sengketa dengan cara ini telah dilaksanakan dalam
praktelg walaupun belumada aturan baku mengenai ODR arbitrase ini.tr

tr Hasil wawancara dengan Wakil Ketua BANI Bp. Husseyn Umar. Beliau
menjelaskan pada dasarnya BANI telah mengenal hal ini, namun dalam hal-hal tertentu
nrisalnya pemeriksaan saksi-saksi masih tetap dilakukan secara konvesional. Wawancara

dengan BANI Jakarta tgl5 Oktober 2008
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Arbitrase online pada dasarnya tidak dilarang dilakukan dalam
manyelesaikan sengketaantaraparapihak, hal ini sesuai denganketentuandalam
Pasal 31 ayat (1) undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yangberbunyi :

-Para pihak dalam suatu pery'anjian yang tegas dan tertulis, bebas untuk
menentukan acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentLran dalam undang-undang ini',

Pasal tersebut dapat diarlikan bahwa proses beracara dalam arbitrase
bebas diatur oleh masing-masing pihak sepanjang terah ditetapkan dalam suatu
ped anj ian se€ara tegas dan tertulis . oleh karena itu para pihak dapat menentukan
sendiri bentuk acara dalam proses arbitrase, termasuk melangsungkan proses
arbitrase sec ara onlinet2 .Namun dalam pembahasan ini penulis tidak membahas
ryakah suatu peryanjian harus terrulis, sehingga pe{anjian arb itrase online akan
srlit diterima sebagi suatu pe4'anjian yang sah, khususnya lagi arbihase asing
,tnline. selanjutnya, ketentuan Pasal 31 ayat (2)Undang-undang Nomor 30
Tahun 1999 mengatur, apabila para pihak tidak memilih akan menggunakan
rcara arbitrase terlentu dan arbiter atau majelis arbitrase sudah terbentuk, proses
acara arbitrasenya akan mengikuti ketentuan dalam Undang-undang Nomor
-10 Tahun 1999. Dari pasal diatas dapat ditef emahkan bahwa hal ini berlaku
Jika para pihak yang bersengketa berkewarganegaraan Indonesia dan arbitrase
lang digunakan adalah arbitrase nasional. Namun jika salah satu para pihak
bukan warga negara Indonesia dan arbitrase yang digunakan adalah arbitrase
;sing maka Undang-Undang Nomor 30 tahun i 999 ini tidak dapat dilaksanakan

=ep enuhnya. D alam pro ses b er ac ar a arb itrase yang di atur Undang-undang
\omor 3 0 Tahu n 1999, tidak diatur mengenai arbitrase yang di lakukan sec ara
snline. Dengan adanyaPasal4 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun
1999 yangberbunyi :

'Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase te{adi
dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram,
faksimile, e-mail ataudalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib
disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak.,,

Dengan melihat ketentuan diatas makaparapihak tidak diwajibkan
untuk hadir selamaproses arbitrase dengan syarat para pihak telah mengadakan
kesepakatan sebelumnya, sehingga tidak dapat bertatap muka secara langsung
dalam proses arbitrase bukan suatu masalah. Dari ketentuan tersebut dapat

12Pembahasan mengenai arbitrase online secara garis besar menyangkut soal
keabsahan perjanjian arbitrase yang dibuat secara online, piosedur arbitrase online, dan
msalah putusan arbitrase online.
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dilihat bahwa tetap terbuka kemungkinan para pihak dapat menyelesaikan
sengketanya secaru online yang berupa pengiriman dokumen elektronik melalui
e-mail. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 1 tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik maka semakin besar kemungkinan untuk
dapat menyelenggarakan sistem elektronik maupunsegalatransaksi elektronik
demi kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggma teknologi Informasi,

yang dalam hal ini dilalnrkan olehArbitrase online. Dengan demikianArbitrase
online dapat dilaksanakan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka

Padaumumnya suatu arbitrase institusional seperti/CSID, BANI, AAA,

telah memiliki aturan-aturan tersendiri untuk dapat digunakan didalam
menyelesaikan sengketa. Sebagai contoh ICC yang memiliki aturan yang disebut

dengan ICC Rules,aturan-aturan yang ada di dalamnya mengatur dan menetapkan

tahapantahapanyangakandilaksanakanparapihakjika anlembaga

arbitrase ini di dalam penyelesaian sengketa para pihak. ICC Rules juga

mernberikan kepadaparapihakunhrkmenentukanbagimanajalannya
proses arbitrase seperti dalam menentukan dan memilih para mbiter (article 9\,
jumlah arbiter (article 8), tempat pelaksanaan (article l 4), matpmbahasa yang

akan digunak an (article I 6).ICC sebagai arbitrase tertua memberikan pilihan
kepada para pihak untuk dapat menyelesaikan sengketa melalui penggunaan

teknologi dan informasi yang telah berkembang pesat program ini disebut dengan

sebutam "NetCase". Untuk dapat menggunakan layanan arbitase onlineyang

disediakan ICC maka para pihak dan juga arbiter atau majelis arbitrase harus

menyatakan kesediaan dan menandatangani Statement of Acceptance of the

Conditions of Access and Use of Netcasetr. Untuk dapat melaksanaannya

para pihak harus melengkapi alat-alat yang dibutuhkan untuk dapat
menggunakannyaseperti: fasilitaslntemetyangdimiliki. Denganadanyaprogram

ini diharapkan pelaksanaan arbitrase online akan lebih semakin cepat dan

menghabiskanbiayayanglebihsedikitkarenaparapihaktidakperlumengeluarkan

biaya wrtuk perjalanan ke tempat arbitrase yang ditentukan.

Arbitrase online berasal dari arbitrase secara konvensional, yang
berbeda hanyalah mengenai cara yang digunakan, yaifu menggunakan sarana

elektronik dalam penyelenggaraannya. Dalam arbitrase online,pendaftaran
perkara, pemilihan arbiter, pembuatan putusan, penyerahan dokumen,
pemusyawarahan arbitrator, pembuatan putusan, serta pemberitahuan akan

adanya putusan dilakuk an secara online.

'rhttp://www.iccnetcase.orgA.{etcase/pdflConditions en.pdfdiakses 22 november

2008,Unhrk mengetahui lebih lanjut bentuk formatnya dapat dilihat pada bagian lanrpiran
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Pembahasan mengenai arbitrase online secara garis besar berkaitan
pergaturan soal keabsahan perjanjian arbitrase yang dibuat secara online,
prosedur arbitrase orrline, danmasalah putusan arbitrase online. Selain itu,
prmbahasan akan menyangkut regulasi lnternet sebagai media onlinedalam
proses arbitrase. Arti penting pemtahasan regulasi Intemet adalah mengenai
tenyataan Intemet yang bersifat global dan melintasi batas negara. untuk itu
perludrjelaskansiapapihakyangberhakuntukmereguiasi Internet. Hal ini terkait
rtrengan kenyataan banyaknya sengketa yang teq'adi dan diselesaikan melalui
rbitrase online adalah sengketay,angteSadi akibat aktifitas online dilnternet,
salah satunya adalah sengketa perdagangan elektronik ataue-commerce.Tknbul
kecenderungan suatu bentuk seng!<eta e-commerce akanmempengaruhi pilihan
hkum dalam berarbitrase. I a

Dalam pelaksanaan arbitrase para pihak bebas menentukan akan
mrggunakan pilihan hukum yang akan digunakan, tetapi saat ini sebagian besar
peqanjian a$itrase dibuat dalam suatu klausula baku atau yang dikenal dengan
frlah Standart Contract,sehingga penunjukan kompentensi relatifdan pilihan
hukum suatu pef anjian arbitrase hanya ditentukan oleh salah satu pihak. unhrk
itu perlu diketahui ketentuannya yang terlihat dari kebiasaan yang berlangsung
dalam pergaulan intemasional.

Menurut viktor Mayer-Schcinberger terdapat tiga pendapat mengenai
bentuk pengaturan mengenai siapayang berhak meregulasi Intemet. 15 pendapat
pertama dikenal dengan teoi The State-Based Traditionalist Discourse
mengatakan sebaiknya pihak yang mengatur Intemet adalah pemerintah melalui
peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pendapat ini bentuk pengaturan
lnternet akan diatur oleh masing-masing negara. Kelebihan teori ini adalah
penegakan hukum terhadap pengaturan Intemet lebih terjamin. Sementara itu,
kelemahan dari pengaturan ini adalahdilupakannya dasar dari Internet yaitu
sifatglobal. Tidakmwrgkinsuatunegaradapatmemal<sakanperaturannegamnla
bagi warga negara lain yang menggunakan fasilitas Internet di negaranya.

Pendapat kedua mengatakan, Intemet sebaiknya diatur oleh masing-
masing pihak berdasarkan kebiasaan atau dikenal dengan istilah rhe Cyber-
kparatist Discourse. Pendapat ini memisahkan antara kehidupan sosial di

ra Thomas Schultz, "Does online Dispute Resolution Need Governmental
htervention? The Case ForAcrhitectures of Control and Trust", North Carolina Journal
ofLaw & Technologt (Fall2004):72

15 viktor Mayer-Schdnberger, "The Shape of Governance: Analyzing the world
of Internet Regulation", vitginia Jownal of Intentatiottal Lav, (spring 2003): 607.
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dunia nyata dengan kehidupan di dalarn cyberspace. Berdasarkan pendapat ini
sebaiknya pengaturan mengenai Intemet tidak usah dilalarkan oleh negar4 karena
tidak akan ada peraturan yang cocok untuk mengatur kemajemukan di Internet.
Karena pengaturan Internet menggunakan kebiasaan, para pengguna Internet
akan merasa lebih dapat menerima peraturan yang ada. Akan tetapi, kelemahan
dari pendapat ini adalah tidak adanya penegakan hukum seandainya terjadi
sengket antara para pihak.

Pendapat ketiga yaitu aliran The Cyber-Internationalist Discourse,
mengatakanpengaturanlntemetsebaiknyamelaluiketentuanintemasional. Jadi;
ada suatu ketenfu an hukum berlaku secara intemasional larrg mengaturmengenai
Internet. Pendapat ini mengarahkan pandangannya kepada usaha untuk
mengunifikasikan peraturan Intemet. Kelemahan dari aliran ini adalah, tidak
semua negara mau mengakui pengaturan mengenai Internet yang berlaku
tersebut, karena tiap negara memiliki karakterisitik tersendiri.

Kecenderungan yang terjadi dalam proses arbitrase onlineY,hususnya
dalam penyelesaian sengketa e- commerce yang dilakukan antara business to
consumer (B2c),pilihan hukum yang digunakan adalah berdasarkan hukum
nasionaldari sipelakubisnis,kmenakonsumenhanlamemilikipilihanmenerima
klausula baku arbitrase yang tersedia atau tidak melakukan e-coiltmerce sama
sekali (take it or leave it). Hal ini dipengaruhi hukumpositifyangmengatur
Intemet di negara tersebut, sehingga di pengaturan mengenai e-commerce
mengikuti hukum yang mengafur tentang koneksi e- commerce dalam hubungan
hrtemetrya- Dengan demikianproses artibase akanmenggunakanpilihanhukum
dimana media Internet yang menj al at*an e- co mmerce berada.

Apabila sengketa yang terjadi dalam hubungan e-commerce arfiaraclient
to client (CZC). Pengaturan hukum lntemet yang biasa digunakan adalah
menganut pada aliran The Cyb er- Sep aratis t Dis cours e yaitu mereka akan
mengatur tersendiri mengenai pilihan hukum mana yang akan digunakan.
Selanjutry4 apabilasengketatersebutmelibatkansesamapelakubisrismengenai
suatu hal yang berlaku secara intemasional, mereka akan menganut pada aliran
The Cyb er-Internationalist Dis course yaifu ketentuan hukum intemasional
yang berlaku. Contoh sengketa pada kasus ini adalah sengketa mengenai "nama
domain" atau domain name dimana pihak perryedia domain nameuntak Top

Level Domain seperti dot com, dot org, dan dot net menyerahkan sangketanya
unhrk diselesaikanmelalui arbitrase denganpilihanhukum, hukum intemasional
yaitu Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy.tb

ru Schultz, op. cit., page 109
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E. Prosedur dan Kelengkapan Arbitrase Online

Untuk melaksanakan arbi tras e on I i n e menggunakan m edi a Intemet,
kelengkapan yang diperlukan adalah layanan Intemet yang dapat memenuhi
kebutuhan pelaksanaan arbitrase. Layanan tersebut adalah r ,vebsite dengan yang
terintegrasi dengan ap likasi dat ab a s e untuk menampung permohonan yang
masuk, daftar arbiter, peraturan yang diperlukan mengenai permohonan unfuk
berarbihase. Unhrk mery amin kerahasiaan dan keotentikan data serta dokumen
yang digunakan selama proses arbitr ase online,diperlukan aplikasi security
yang memadai dan dilengkapi dengan teknologi enkripsi yang baik.

Agarpara pihak dapat berkomunikasi perlu dibangun suatu sarana
komunikasi yang interaktif. Penyediaan chating room danbulletin boardyang
berbasis real time audiovisual streaming dapatmenjadi solusinya. Dengan
adanya aplikasi untuk berkomunikasi, para pihak dapat menyampaikan data,
fakta, informasi, atautangapannyamelaluijalurini. Tidak adanyaformalitas
yang kaku seperti proses litigasi diharapkan para pihak dapat lebih tenang dan
mampu menyampaikan fakta secarajelas.

Untuk arbiter sendiri, perlu dikembangkan aplikasi berbasiskan Content
Management system,di mana aplikasi itu merupak an aklttr (dump) dari proses
awal arbihase yaifu permohonan berarbitrase, proses pemilihan arbiter, pror",
pembuktianhinggaprosespembuatanputusan.Aplikasiini sebaiknyadilengkapi
dengan tanplate unflrk mempermudah arbiter memasukkan fakta yang terungkap
selamaberacara.

a. Pendaftaran Arbitrase Online
Setelah antarapara pihak terjadi permasalahan, maka persidangan

melalui arbitrase dapat dilaksanakan. Namun sebelumnya para pihak
memberitahukanpemyataanresmi secaratertulispe{anjian arbitraseyangberisi
persetujuan para pihak menggunakan arbitrase jika tef adi sengketa antar para
pihak. Hal ini dapat dilihat melalui contoh klausula dari ICC yangberbunyi :

" All disputes arising in connection with the present contract shall
befinally settle under the Rules of conciliation and Arbitration of
the International chamber of comerce by one or more arbitrators
appointed in accordance with the said Rules',.

Dapat diartikan sebagai berikut :

"Sernua perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan peganjian
atau kontak ini akandiselesaikan secara final sesuai denganPeraturan
Arbitrase Kamar Dagang Internasional oleh satu atau lebih arbitrator
yang ditunjuk berdasarkan peraturan Arbitase tersebut.,,
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Karena para pihak memiliki kebebasan dalam menentukan proses

arbitrase maka para pihak dapat menggunakan prosedur arbitras e online yang
telah disediakan oleh lembaga arbitrase dengan cara sebahagian ataupun
seluruhnya untuk menyelesaikan sengketa diantara para pihak. Perjanjian
arbitrase untuk melaksanakan proses secara o nline (Statentent of Acceptance
of the Conditions ofAccess and Use of Netcase) r7 ditandatangani olehpara
pihak dan arbiter atau majelis arbitrase yang dihx{uk kemudian dikirim kanbali
kesekertariat lembaga tersebut. Namun jika salah satu pihak tidak mendatangani
peq'anjian tersebut proses arbitrase online tidak akan dapat dilaksanakan.

S esuai dengan pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 0 tahun 1 999
yang mengatakan dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui bentuk
pengiriman teleks, telegram, faksimili, e-mail,danbentuk saranakomunikasi
lainnya dapat dilakukan. Dari ketentuan diatas maka pengiriman perj anjian
arbitrase dapat dilakukan dengan melalui e-mail ,melaltifaksimili arbitrase,
maupun melalui perantaraan post. Pengiriman persetujuan untuk menggunakan

arbitrase online melalui post dapat dilakukan jika para pihak sepakat.

Penunujukan arbiter yang terdaftar pada pada lembaga termasuk semua

informasi yang dibuhrhkan dalam penyelenggaraan arbitrase sudah disediakan
didalam gugatan kemudian dikirim Sekretariat. Sebelum diumumkan hari
persidangan para pihak akan diberitahukan berapa jumlah biaya yang harus

dikeluarkan untuk dapat menyelenggarakan arbika se online setelah para pihak
setuju dan membayar dengan biaya tersebut kemudian lembaga arbitrase
akanmengumtrmkan kepada pihak pemohoq pihak yang termohon dan kepada

arbiterataumajelisarbihaseyangditunjukparapihakmelalui e-mailyangtelilt
disediakan dan dimiliki oleh para pihak. Jika ternyata termohon tidak dapat

dijangftau melalrui e-mail,r8 maka secara otomatis ICC akan memutuskan bahwa
penyelesaian sengketatidak dapat dilakukansei,araonline danakandilakukan
penyelesaian sengketa sec ara ofiline.Jadi untuk dapat menggunakan fasilitas
ini parapihak disyaratkan harus dapat dijangkau melahti e-mail.

b. JawabanTergugat

Termohonmengirimkan tanggapanryra pada situs khusus tersebut melalui
e-mail termohonyang telah didaftarkan pada situs ICC untuk memberi j awaban

terhadap gu gatan(claim) pemohon beserta argumen-argumen hukum maupun
bukti-bukti yang mendukung, arbiter atau majelis arbitrase akan

r7 Bentuk statement ofacceptance ofthe conditions ofaccess anduse ofnetcase
dapat dilihat pada lampiran.

r8lbidhlm.l00.
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mempefi imbangkan dan menganal isis setiap argumen-argumen maupun bukti

rang diberit<an Al dalam situs tersebut. Setiap dokumen akan dienkripsikan

selafia pengiriman dokumen dari masing-masing pihak agar tidak dapat dibaca'

&. Counterclaim
Jika pihak termohon merasa bahwa apa yang dituntut oleh pihak

pemohontidakbenarmaka,termohondapatlangsungmemberikangugatan
oalik kepada pemohon ke situs khustts tersebut' Administrator situs akan

nrembertihakukan hal ini kepada pemohon dengan mengirimkanny ake etnail

pemohon atau pemohon dapat langsung melihat melalui situs khusus tersebut'

pemohon diberikan waktu selama 30 hari untuk menjawabnya.

b. Pengumuman dan pengiriman putusan

Setelah semuaprosei selesai maka dokumen-dokumen elektronik yang

,Jikirim ke situs dipelajari arbiter atau majelis arbitrase untuk dipelajari dan

,lrputuskan. Pengumumanputusan albitrase dilakukan secaraonline oleh arbiter

atau majelis arbitrase ke situs dan kepadaparapihak melalui e-mail setelah

putusanaslinya diserahkan kepada para pihak. Dalam proses arbitrase online

mengenai tempat dibuatnyaputusan arbitraseini diserahkankepadaparapihak'

iika para pihak menyetujui salah satu tempat putusan dibuat maka arbiter atau

,u3ii, urtlt .akanmenyatakannyadi dalamputusantersebut. Hal ini diperlukan

..mtuk menentukan apakah putusan artitrase ini bersifat nasional atau intemasional.

c. Proses Pembuktian melaluiArbitrase online

Namunjikaparapihakmenginginkanprosespembuktianmelalui
,sksi-saksi maka dilakukan persidangan. Pemeriksaan persidangan hanya

:lian dilakukan apabila salahsatu pihak atau keduanya memohonkan untuk

=engadakurt 
yu."s.belum melaksanakan persidangan para pihak

:rengadakan pertemuan kepada pengadilan arbitrase dan dapat juga

jrlakukan melalui telephone untuk menyusun rencana sidang, membahas

rerbagai hal seperti menentukan waktu, menggunakan catatan,serta mengenai

:ahasa yang akan digunakan.

MJ

}m

:.l-im

i3lt

Persidanganpadaumumnyamemakanbiayabesardanwaktuyang
:ma, j ika waktu persidangan yang disertai dengan kehadiran para pihak di

=ukaiidang hanya sedikit maka hal ini tentunya akan mengurangi biaya dan

r aklu yurg dit ubiskan oleh para pihak. Disisi lain mengenai penentuan dan

rrniliilanlokasi persidangan j uga sangat menentukan b esarnya bi ay a y ar,g

*abiskan, dalam hal penentuan lokasi ini biasanyaparapihak tidak mengadakan

:enidanganditempatarbifaseyangditunjukdalamhalinimisalnyayangditunjuk

te Paustinus Siburian, Op. Cit,hlm.l00.
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adalah ICC maka kedududkannya di Paris, atauAAA, maka kedududkannya
di Amerika. Namun lebih memililr ternpat dimana banyahrya saksi-saksi berada.
Terkait dengan pelaksanaan arbitase online penenttan tempat bukanlah suatu
masalah bi aya namun mengenai aturan-aturan kedaulatan suatu negar a y ang
memberikan ruang bagi pelaksanan putusan art itrase onlinenantinya.

Tahap selanjutnya diikuti dengan pembuktian-pembuktian oleh para
pihak. Sebelum membahas lebihjauh mengenai pembuktian maka penulis akan
memberikan pengertian pembuktian yang dikemukakan beberapa airli. Menurut
Pitlo pembuktian adalah suatu carayang dilakukan oleh suatupihak atas fakta
dan hak yang berhubungan dengan kepentingannya. Menurut Subekti yang
dimaksud dengan membuktikan adalah menyakinkan hakim tentang kebenaran
dalil atau dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.2, profDr.Supomo
mengatakan bahwa membuktikan mempunyai arti luas dan arti terbatas. Di
dalam arti yang luas mernbuktikan berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan
syarat-syarat bukti yang sah dan di dalam arti yang terbatas membuktikan hanya
diperlukan apabila yang dikemukakan penggugat itu dibantah oleh tergugat.
Apa yang tidak dibantah itu tidak perlu dibuktikan. Kebenaran dari apa yang
tidak dibantah tidak harus dibuktikan yang harus mernberi bukti adalah pihak
yang wajib membenarkan apa yang dikemukakannya2'. Dari beberapa
pengertiandiatasdapatdilihatbahwaketikapihakpenggugatmemberikanbukti-
bukti yang dryat benrpa dokumen elektronik yarg dikirim melatui e-maihidaldah
menjadi masalah ketika pihak tergugat telah membaca melalui e-mailnya dan
tidak membantah keterangan dari dokumen elektronik tersebut. Maka bukti
tersebut dapat digunakan serta juga karena negara Indonesia telah mengatur
bahwa dokumen elektronik telah sah digunakan sebagai alat bukti hukum yang
sah yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang
Informasi danTransaksi Elekhonikpasal5 ayat 1 yangberbunyi :

"Informasi elektronik dan/atau dokumen Elektronik dar:/atau hasil
cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Sehingga alat bukti berupa dokumen elektronik dapat diterima
sebagaimana juga pembuktian berupa surat maupun akta tertulis di dalam
pelaksanaan artikase konvensional. Berkas-berkas dokumen elekkonik maupun
bukti-bukti surat diberikanpara pihak unttrk diperiksa oleh arbiter atau majelis
arbitrase. kemudian apabila diperlukan saksi-saksi dari kedua belah pihak dapat

20 Riyeke Ustadiyanto, Op. Cit.blrrrl 24.
2l Prof.AliAfandi,S.H, Hukum War*, huhm Kehtatga, Hukum Pembuktian Merunat

Kitab Undang-Undang Huhtm Perdata, PT.BinaAksara, Jakarta, cetakanke-3, hlml92.
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didatangkan ke persidangan untuk didengarkan kesaksiannya. Namun dalam
hal para pihak sepakat untuk melaksanakan arbitrase onlinimakasahsi-saksi
para pihak tidak perlu hadir pada persida,gan arbitrase cukup hanya
memberitahukan kepada para pihak maupun kepada arbiter atau majelis
arbitrase tentang tanggal dan waktu unhrk mendengarkan keterangannya melalui
Te I ep h on e maupun vi d e o c onfere n c in g y ang tel ah di sediakan. Kegi atan ini
juga memberi keuntungan sebab tidak perlunya pengulangan keterangan oleh
saksi-saksi karena fasilitas ini tentunya memiliki rekaman yang dapat digunakan
berulang-ulang oleh arbiter atau majelis arbitrase dalam memberikan
pertimbangan maupun keputusan. seluruh proses pembuktian dapat dicatat dan
disimpan dalam bentuk file yang telah disediakan ICC. Dengan demikian seluruh
proses pembuktian pada arbitrase dapat dilihat pada fi le ini.

Sarana elektronik hanya dapat menjadi tambahan atau sebagai
lampiran pendukung putusan arbitrase seperti dengan mengcopy hasil
putusan ke compact Disk-Read onry Memory (cD-RoM)-supaya
ketika putusan otentik arbitrase hilang maka dengan cD-Roomini dapat
digunakan meskipun Undang-Undang Nomor 11 tahun 200g mengenai
Informasi dan Transakasi Elektronik telah memberikan pengertian bahwa
dokumen elektronik dan informasi elektronik dapat dilaiitcan sebagai alat
bukti (pasal 5 (t )).

E KEKUATANHUKUMPUTUSAN ODRARBITRASE
Apabilakita ingin menyelesaikan sengketa dibadan arbitrase maka

tujuanterpentingdari arbitrase tersebut adalah adanya suatuputusan yang valid
dan dapat dilaksanakan. Akan tetapi haruslah dib;dak* upu yung dimaksud
dengan pendapat arbitrase dan putusan arbitrase.

Yang dimaksud dengan pendapat arbitrase adalah pendapat yang
mengikat yang diberikan oleh suatu lembaga arbitrase yang diajukan or"r, p*u
pihak dalam suatu kontrak terhadap suatu masalah atau hubr;ganhukum tertentu
dari perjanjian. Pendapat yang mengikat ini (binding opinnfidiberikan oleh
suafu lembaga arbitrase tanpa adanya suatu sengketa.2l Konsekuensi yuridis
dari pendapat ini adalah bahwa para pihak terikat sepenuhnya terhadap pendapat
tersebut sebagaimana keterikatannya atas suatu kontrak yang bersangkutan.
Sedangkan yang dimaksud dengan putusan a$ihase adalah putisan yang sering
diberikan oleh arbitrase(institutional atau ad hoc) dan diberikan terhadap suatu
"sengketa" diantara para pihak. Jadi yang membedakan antaraputusan dan

' r? MunirFuady, Op.cit,hlm. 97-9g.
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pendapat arbitrase adalah ada atau tidak adanya sengketa, putusan arbitrase

diberikan apabila ada suatu sengketa sedangkan pendapat arbitrase diberikan

tanpa adanya suatu sengketa.rl

Pada putusan arbitrase tidak mernungkinkan adanya upaya banding

dan kasasi. Jadi putusan arbitrase adalah bersi fatfinal and binding. Begitupun

dengan arbitrase online, juga memiliki kekuatan hukum yang sama yaitu bersifat

final dan mengikat para pihak yang terlibat didalamnya. Walaupun ada upaya

perlawanan terhadap putusan arbitrase, upaya tersebut sangat terbatas.2a

Suatu keputusan arbitrase untuk dapat diakui dan dilaksanakan

haruslah valid. Akan tetapi tidak semua putusan arbitrase yang valid dapat

diakui dan dilaksanakan. Menurut Phillip Capper dalam bukunya
I nternation al arbitration : a handb ook menyatakan bahwa

"an arbitration which is not valid (i.e. at the seat of arbitration) is

not normally capable ofrecognition and enforcement. Thevalidity
of an award depends on the provision of :
a. The arbitration agreement (including any applicablerules), and

b. The law of the seat of the arbitration."2s

Hal ini berarti validitas suatu putusan mbitase tergantungpadape{anjian

arbitrase sendiri dan hukum ternpat arbitase dilaksanakan. Dalam hal perj anj ian

arbitrase yang ada tidak sah maka akan sulit suatu putusan arbiffase untuk dapat

diakui dan dilaksanakan. Validitas suatu perj anj ian mbifrase j uga tergantung pada

hukum tempat arbihase dilaksanakan. Contoh suatu peqanjian arbitrase tiodak

dapat diakui misalnyape{anjian arbitrase dibuat atas suatupaksaan, dan dibuat

dlam benflrk tertulis, dan beberapa aturan lain berdasarkan hukum dari masing-

masing Negara. Lebih lanjut Philip Capperjuga menyebutkan bahwa :

" ... as toform, most applicable arbitration laws and rules require

that an award should, at least :
(a) be in writing,

ft) state the reasons upon which it is based ( unless the parties

that it should not),
(c) state its date,
(d) state the place wltere it was mede, or deemed to be made, i.e.

the seat of the arbitration, and,

21 lbid, hlm. 99.
2a Pasal T0 UU No. 30 Tahun !999.

':5 Phillip Capper, International Arbitration : a handbook, Edisi ketiga, LLP
London-Singapore, 2004, hlm. I 17.
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(e) be sigrcd b)'the mentbers of tribuncl, if one ntenher of a tltree-

person tribunal is not irt agreement with the decision of the other

two ond refuses to sigtt the atvaruL The rules of the principal
arbitration institution ancl the UNCITRAL Arbitration Rules do

not allow this to detract front the validity of the award. "26

Jadi suatu putusan arbitrase harus dalam bentuk tertulis, menyebutkan

dasar putusannya, mencantumkan tanggal pembuatan, tempat kepufusan tersebut

dibuat juaga harus dicantumkan dan ditandatangani oleh pam arbitrator.

Berdasarkan hukum Indonesia yang tertuang dalam Undang-undang

No. 30 Tahun 1999 juga mencantumkan syarat-syarat suatu putusan arbitrase

yaitu bahwa suatu putusan arbitrase haruslah memuat data-data, analisis,

kesimpulan dan amar putusan yang sej elas mungkin dan putusannya tidak boleh

kabuq harus pasti. Selainitu bahasa yang dipakai harus bahasa yangjelas, tidak

berliku-liku sebagaimana biasanya suatu putusan pengadilan di Indonesia.2T

Karena itu, apabila terdapat kekaburan dalam putusan arbitrase maka

merupakan alasan para pihak untuk meminta dilakukan penambahan atau

pengurangan terhadap putusan bukan membatalkan putusan tersebut.

G PERAN PENGADILAN DALAM ODRARBITRASE

WalaupunArbitase adalah sutau altemative penyelesaian sengket4 nalnun

dalamhal-haltertetutidak adaptterlepas dari pengadilantempat dimanaproses

arbitrase dilaksanakan, Adapun Peran pengadilan dalam ODR arbitrase adalah

sama dalam proses arbitrase biasa yaitu dalam hal pendaftaran
putusan,membantu eksekusi putusan, koreksi putusan, pembatalan putusan.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentangArbitrase danAlternatif
Penyelesaian Sengketa membedakan pelaksanaan putusan arbitrase nasional

danpelaksanaanputusan arbitrase intemasional. hal ini dapat dilihat dari pasal

65 yang mengatakan bahwa "yang berwenarlg menangani masalah pengakuan

dari pelaksanaan Putusan Arbitrase lnternasional adalah Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat". sedangkan pelaksanaan putusan arbifrase yang bersifat nasional

diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri yang berwenang (pasal 59 ayat

1). Mengenai pelaksanaan putusanArbitrase yang bersifat nasional maupun

internasional telah diatur di dalam pasal 59-69 Undang-Undang Nomor 30

Tatrun 1 999 tentang Arbitrase dan Altematif P enyelesaian S engketa. Dengan

% Phillip, hkn. 118.
27 Untuk lebih jelas mengenai syarat-syarat putusan arbitrase ini, maka dapat

lilihat dlam Pasal 54 ayat ( l) tIU No. 30 Tahun 1999.
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diakuinya pelaksanaan arb rtrase online maka yang menjadi permasalahan yaitu

bagaimana pelaksanaan putusan arbitras e online yang bersifat nasional maupun
intemasional. Putusan arbitrase nasional mensyaratkan bahwa puflrsan arbitrase

dibuat secara tertulis, asli danjugaperlunya ditandatangani oleh arbiter atau

majelis arbitrase28. hal ini sesuai dengan pasal59 ayat2 yang berbunyi :

"penyerahan danpendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagaian akhir
atau dipinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri dan arbiter atau

kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta
pendaftaran".

Pasal 63 juga menegaskan bahwa : '?erintah Ketua Pengadilan Negeri ditulis
pada lembar asli dan salinan otentikputusan arbitrase yang dikeluarkan.

Dari beberapa pasal diatas dapat dikatakan tertutup kemungkinan
putusan arbitrase dilakukan secara onlinde. melalui e-mail ataupun sarana

elektronik lainnya. Untuk putusan arbitrase intemasional, Undang-Undang
No.30 tahun 1999 jugamenentukan putusan arbitrase harus dibuat secara

tertulis, asli tetapi tidak jelas apakah memerlukan tanda tangan30. pasal6T
ayat(Z) (a) yangberbunyi :

"penyampaian berkas permohonan pelaksana:m sebagaimana maksud
dalam alat ( 1 ) hans disertai dengan: lernbar asli atau salinan otentik putusan

arbitase intemasional, sesuai ketentuan perihal otentifkasi dokumen asing
dan naskah te{emahan resminla dalam bahasa Indonesia".

Apabila pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase berada di dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maka Pencatatan dan pendaftaran

putusan arbitrase harus mengikuti syarat yang terdapat di dalam p asal66-69
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Pasal 66 Undang-Undang Nomor
30 Tahtm 1999 disebutkan bahwa putusan arbitrase internasional diakui serta

dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik krdonesia apabila memenuhi

syarat-syarat sebagai berikut :

a. PutusanArbitrase Intemasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis
arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada

perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai
pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Intemasional.

28 Paustinus Siburian,Op. Cil.hlm. 145.

"Ibid,hlm.14l.
30 lbid
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b. PutusanArbitrase Intemasional sebagaimana dimaksud dalam hurufa
terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia
termasuk dalam ruang lingkup perdagangan.r,

c. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksudkan dalam
dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di tndonesia terbatas pada
putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

d. PutusanArbihase Intemasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah
memperoleh eksekuatur dmi Ketua Pengadilan Negeri Jaskarta Pusat.

e. PutusanAftitrase Intemasional sebagaimana dimaksud dalamhurufa
yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak
dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh
eksekuatur dari mahkamahAgung Republik Indonesia png selanjutoila
dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta pusat.

. Dengan telah dilaksanakannya arbitrase onrinememberikan dampak
terhadap hasil putusan arbitrase tersebut. Hasil putusan arbitrase ICC
misalnya yang berup adataelektronik dapat dikirimkan terlebih dahulu ke
alamat e-mailPanitera Pengadilan Negeri Jakarta pusat untuk diserahkan
dan didaftarkan serta dipelajari oleh panitera pengadilan Negeri Jakarta
Pusat sebelum salinan aslinya diterima karena lamanya waktu pengiriman.
untuk lebih memastikan data elektronik tersebut telah sampai pada yang
ditujukan maka waklu maupun tanggal pengiriman disimpan sebagai kwitansi/
alat bukti dan hard copy putusan asli arbitrase ICC segera di kirimkan
kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta pusat. Setelah itu pelaksanaan
eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta pusat dilimpahkan kepada
Ketua Pengadilan Negeri yang secara relatifberwenang melaksanakannya.32
Terhadap putusan yang berkaitan dengan persoalan ketertiban umum33 dan
materi putusan arbitrase tidak melampaui batas yang dibenarkan hukum
dan perundangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta pusat dapat menilai

3rPenjelasanUndang-Undang 
No.30. Tahun 1999 tentangArbitrase danAltematif

Penyelesaian Sengketa Yang dimaksud dengan ruang lingkup hukumperdagangan adalah
kegiatan-kegiatan antara lain bidang : perniagaan, perbankan, Keuangan, penanaman
Modal, Industri, Hak kekayaan Intelektual.

32 Suyud Margono dan Amir An gkasa, Komersialisasi Aset Intelekntal( aspek
hukum bisn is),PT.Grasindo,Jakarta, 2002,1t1rr.17 9.

33 Karena ketertiban umum merupakan suatu asas (bersifat abstrak) dan belum
dapat dijadikan sebagai patokan untuk menentukan suatu perbuatan hukummaka disetiap
negara akan berbeda dalam pengaturan ketertiban umum.
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materi putusan arbitrase tersebut sebelum mengeluarkan eksekuatur.sl
Esekuatur (exequatur) itu sendiri berarti penetapan yang dikeluarkan oleh
Ketua Pengadilan Negeri (KPN) yang berisi perintah eksekusi agar putusan

arbitrase dapat dilaksanakan.35

PENUTUP

Berdasarkan Pasal 4 ayat(3) Undang-undang Nomor 30 Tahun lgg9,
pelaksanaan arbitras e online di Indonesia dapat dilakukan. Dengan
demikian meskipun proses arbitrase online tidak diatur secara tegas
dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, arbitrase online dapat
dilakukan. Selain itu, karena dasar pelaksanaannya suatu arbitrase adalah
adanya perjanjian arbitrase, ketentuan dalam Pasal 1338 KuHPerdata
berlaku, yaitu perjanjian arbitrase berlaku sebagai undang-undang bagi
para pihak yang membuatnya. Karena sesungguhnya arbitrase online
tidak berbeda dengan arbitrase konvensional, yang berbeda hanyalah
tata cara pelaksanaannya yang menggunakan fasilitas dari Internet.
Apapun bentuk arbitrase, walaupun ODR , konvensional ataupun hybrid,
tetapi putusan tetap harus dilaksanakan secara tertulis, putusan yang
dalam bentuk soft copy dapat menjadi tambahan atau pemberitahuan
awal kepada para pihak mengingat misalnya tempat para pihak yang

berjauhan sementara pengiriman putusan membutuhkan waktu yang

cukup lama. Namun putusan aslilah yang diakui menjadi bukti dalam
arbitrase baik daam bentuk online maupun convensional. Dan sifat
putusan tetap sama yaitufinal dan binding. Sebagai saran Pemerintah
sebaiknya membuatkan aturan khusus mengenai prosedur dan aturan
pelaksana mengenai tata cara pelaksanaan arbitrase online. Hal ini untuk
memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang hendak
menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase onlin e.

3a Eman Suparman, Jumal Penegakan Hukumvol 5 no.2 juli 2008, Diskresi Ketuo

Pengadilan Negeri Dalam Pemberian Eksekuotur Putusan Badan Arbitrase
In t enta sional,2008, hlm. 1 8 1.

15lbid,hlm.l79.
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